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]

imbang’ " : & bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Penierintahan
dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan, diperlukan adynyan penataan

" - wilayah"administrasi Kelurahan baik dengan cara-pembentukan, pemecahan,
I penggabungan dan penghapusan Xelurahan serta dengan cara penetapan batas
""" dan pemetaan wilayah Kelurahan;

, b. bahwa untuk menunjang hal tersebut diatas serta menghadapi perkembangan
~ keadaan dan perlmbwgan situasi dan kendisi yang sesual dengan: prinsip-

bl . prinsip Demokrasi periu menetapkan Peraturan Daeral tentang Pembentukan,
A penghapusan dan Penggabungan Kslurahan.

{ o il l
’ngmga_t i 1 Uudang uudmg Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan I\abupaten

o

Daerah Tingkat T Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II

8 'Mandaxlmg Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
i Lemmmn  Negara Nomor 3794);

' Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lunbaran Negara

. Nomor 3839), _ l

. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan IUndaug undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawmm (Lembaran

Nega.ra Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negala Nomor

©,3893);

l
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahuti 1999 tenfang Pencabutan

Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan | '‘Menteri Dalam
Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; |

|
. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 lentang Petunjuk

Pelaksgnaan dan Penyesuaian  Peristilahan Dalam Penyelenggaraan
|

Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
phi |
I

. Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 65 Tahun 1999 (entang Pedoman

Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan .|

|
'
1
i
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‘ Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

|

ST T R N ST L

MEMUTUSKAN :

)
¢

spkan " i PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
‘v " PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  PENGGABUNGAN
KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

R ST

hPerahiran Daerah ini yang dimaksud dengan:

unerxgtah -Pusm_selanjutnya disebut Pemerintah, adalali perengkat Negara Kesatuan
_,epub!z_k Indoneamg terdiri dari Presiden beserta para Menteri; - '
emerintah Dasrah ooy, Kepala Daerah beserta perangkat Dasrah Otonomi yang lain
tbagal Badan Ekggy: enyagran,

)me-Perwakaa}{yat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

oba Samosir; . . - . '
emerintah Daerah adalah penyelen; 3848 Pemerintafyzeron Otonom oleh Pemerintah

)aerah Kabupaten Toba Samosir meny WUt Azas Desenizgl; . _
lesentralisasi adal A pelimpahan wewenang Pemerinfagop pemerintah  Kepada Daerah

SYer cEl ingka Negara Kesatuau Republik I“H?sia;

l . .
Jekonsentrasj ada lah pelimpahan wewenung peme“?ﬁakepa(ia Guberme 7 sebagai Wakil
|

‘emerintah dan ata U Perangkat Pusgf fyo. 01, !
lugas pembantuan adalsh penugasan dari Pemerintah kepada Daeraly dan T 454 serta Daerah
o Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang digertai pembiayaan, sara 11f dan prasarana
prta sumber daya manusia den 840 KeWajibalynejangrkan pelak  Sinaannnya dan

nempertanggungjawabkannya kepad; * ¥a1% menugaskan |
Otonomi Daerah adalash kewenany " Derah otononninle mengatu © dan  mengurus
kepentingan masysrakal selempat me Ul prakarsa 8§61 berdagakan ue  Pirasi masyarakat
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; : | ‘
Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakdt hukum yang |
mempunyai batas Daerah tertentu berwewenang mengatur dan mengurus kepentingan "
|
i

i

1

masyarakat setgily menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
|

!

I;e,lgar:hKeﬂam publik Indonesia; !
elurahan adalghi| o ah; kerja Lurah scbagai Perangkat Daerah Kabupatén dan atau Daerah

Kota di bawah ke - ; |
i .
t
|

RAB I o

PEMBENTUKAN x

i

Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2 j .

jPembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyaral,“lt Bpla Fesual

dengan tingkat perkembangan pembangunan. 2
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3. )

{ {
|

'Kelurahan dibentuk di kawasan perkctaan dengan memperhatikan pelsyaj,“atqn luas wilayah,
jumlah .penduduk, potensi dan kondisi gosial budaya masyarakat sorfa sarana/prasaran
Pemerintahan yan g ada di Kelurahan. C

‘Desa-desa dalam wilaysh Kabupaten yang memenuhi persyaraten dapat dibentuk meniadi
Kelurahan atas prakarga magyarakat, diusulkan oleh Pemerintah Desa atas pe"setUJuan BPD
kepada Bupati melalui.Camat. :

. .
T Y IR PO VR D AR

Bagian Kedua o
QRN ’r!’-‘ BT = Syarat-syarat Pembentukan :
;[::f."»” ( N 1 s, o 208 : |
iz el e - ' Pasal 3 o
HoAsreafret |
;Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat dan diperhatikan faktor-faktor
sebagai berikut: :
a<Faktor penduduk sedikit- dlkxtnya 2500 atay 500 KK dan sebayak- banyaknnya 20.000
© i jiwa atan 4000 KK
'b.¢ Faktor luas-wilayah' yaitu luas wilayah yang terjangkau secara bexd'l,ia guna dalam
rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
¢. Faktor letak komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan I emermt’xhn dan
- pusat-pusat pengembangan;
'd. Faktor prasarana perhubungen, pemasaran, gosia! dan prasarana fisik Pemermtahan
e.~ Faktor sosial budaya dan Adat-Istiadat;
f! -+ Faktor kehldupan masya.rakal mata pK?l]Cd.hml‘_n dan ciri-ciri kp[“dupdn masym aka_t

iKelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-cirl sifat masyarakatnya, antara lain |

¢

-Majemuk; -

Lebih dinamis;

Sensitif dan kritis;

Dukungan sosial ekonominya mayoritas terpengaruh oleh kehidupan kota.

e TR

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah |
[E TR 2 AT .

0 ;,\i. .!'inll':'::i' wloa % Pasa]4 '

Dalam pembentukan kelurahan harus disebut nama, luas wnlayah dan batas I«.ehu ahan yang
idibentuk, oo vt o

foardly :
)Untuk memperlancar jalanya Pemerintahan Kefurahan dapat dibentuk bebelapa lmgkung’m
‘sebagaimana diimaksud dalam pasaJ ayat (2).

1. h T
S ]
(.4...1;., it

1Jumlah lingkungan dalam satu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk atgy kondlsn

wilayah dan jangkauan pelakeanaan Pemerintahan di wilayeh Kelurahan tersebut.
|

BAB HI

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN | | _
. Pasal § ! !
hlllll"“ll;-.n \;l 1 !

|:Desa-desa yang berada di Wllayah K abvpaten yang memenuhi persyaratan sebagaxmana
' dimaksud dalam: pasal 3 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa)masyarakat }
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) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan dleh Pemerintah
Desa atas persetujuan Badan Porwakilan Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada

e (‘ﬂn]at LT AL T i !

) Perubahan étatus Desa men_;adz Kelurahan ditetapkan dengan I\’epu!u’an Bupati setelah
mendapat persetujuan DPRD. T ,

Pasal 6 i

engan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal S,
wenangan, Desa. dengan suaty kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan
sngurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul Adat Istiadat setempat
rubah menjadi kewengan Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dlbawah
scamatan .

Pasal 7

spala Desa dan Perangkat Desa cerla Anggota Badan Perwakilan Desa dari Desa yang
tetapkan menjadi Kelurahan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila memenuh
arat-syarat serta sesuai dengan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.”

: |

Pasal 8

) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi Milik Pemerintah Desa
dengan perobahan status Desa meunjadi Kelurahan diserahkan menjadi Milik Pemerintah
Daerah Kabupaten.

) Kél{laﬂfﬁan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola
melaui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan memeperhatikan kepentingan
Kelurahan yang baru dlbentulr

BAB IV

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasai 9

| Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi mementhi persyaratan,
dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarshkan dengan tokoh- t0k0h masyarakat
yang diusulkan oleh Liwrah melalui Camat kepada Bupati. , |

!

| Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupd: dimintakan persetujuan
DPRD. (

| Atas persetujuan DPRD,; Bupati menerbitkan Peraturan Dﬁaeﬁlah.' pembentukan,
penghapusan, atau penggabungan Kelurahan. : { :

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
f1gan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lam yang mengatur

-ngenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang bertentangan dengan

rafuran Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. .
[ I
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|

| | » | |
| Pasal 11 ‘ o
| l
|h.1l yang belum diatur dalam Pevaturan Daeraliini ukan diatur l\:,mmlmn dengan I*.epulusm
rh se¢ pamanq me ngenal pﬂl'\ksmwmnva

-

Pasal 12
wan Daerah int mulat berlaku sejak tanggal dinndanglan.

getiap orang dapat mengetahuinya, memerintalikan pengundangan Peraturiur Daeral in
an penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir, _.
!
Ditetapkan di Bulige |

pada tanggal 8§ Agushis 2000

BUPATI TOBA SAMOSIR
i
it Cap/dto)
oA i ;

I
boboige . )

|
DRS. SAITALA 'I‘ANI‘H’UJfS(f)l,('_)N
Diundangkan di Balige . ‘ o
pada fanggal 9 Agustus 2000 :

] '-'.'ABUJ’,yiiN TORBA SAMOSIR ; |
. |

SEKRETARIS D A} RAF

'

§ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
FNOMOR 12 TAHUN 2000 SERI D
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